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Pendahuluan

Koperasi adalah pendekatan ekonomi berbasis kolektif dan
kekeluargaan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai
peran dan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian bangsa
selain berdampak positif juga dalam memberi akses kepada para pihak
terkait.

Di dalam perkembangan lebih lanjut, Pemerintah berencana
mereformasi  Koperasi melalui  Rancangan  Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) dengan
tujuannya untuk pemberdayaan Koperasi dan perlindungan
konsumen, agar Koperasi berjalan semakin efisien dan kredibel
sehingga persoalan yang muncul kelak tetap terkendali dalam
kerangka pengawasan yang terukur. Dengan RUU P2SK ini, fungsi
pengawasan Koperasi yang saat ini berada di bawah pengawasan
Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Kemenkop dan UMKM) akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).

Pro dan kontra bermunculan menanggapi rencana Pemerintah
tersebut, terutama karena hal tersebut dirasa mencederai asas dan
semangat Koperasi yang tercantum dalam UUD 1945 dimana Koperasi
dibangun dari semangat gotong royong dan kekeluargaan. Pasal-pasal
dalam RUU P2SK yang mengatur tentang Koperasi juga dianggap
bertentangan dengan Landasan Idiil (Pancasila sila ke-5 dan UUD 1945
Pasal 33 Ayat 1) dan Landasan Mental (UU No. 25 Tahun 1992) dari
Koperasi.

Latar Belakang

Untuk menindaklanjuti isu yang berkembang dan memberikan
masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan memastikan
keberlanjutan Koperasi berjalan dengan sebagaimana mestinya dan
berkembang lebih baik lagi, kita perlu untuk memasukkan
pertimbangan partisipatoris dalam mengelola perkembangan
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Koperasi ke depan.

e Dalam hal ini, termasuk memahami pengetahuan, pemahaman,
harapan, keinginan, hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui oleh para
pelaku Koperasi dan pengamat perkoperasian terkait sistem Koperasi
yang ideal di Indonesia, dan terkait RUU P2SK, khususnya terkait poin
yang menyatakan bahwa OJK ditugaskan untuk mengawal Koperasi.

® Melalui survei elite ini, diharapkan kita dapat bersama-sama
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mengetahui cara
terbaik dalam membangun sistem perkoperasian di Indonesia,
khususnya terkait lembaga yang bertugas mengawasi Koperasi.

Tujuan Survei elite tentang “Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya” memiliki tiga
tujuan:
1. Mengevaluasi eksistensi Koperasi dalam opini dan persepsi elit
2. Mengevaluasi opini dan persepsi elit dalam proses penyusunan dan
sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (RUU P2SK)
3. Mengevaluasi dampak RUU P2SK seandainya telah berlaku efektif bagi
insan perkoperasian di Indonesia

Metodologi ® Responden survei ini adalah pemuka opini dari tingkat nasional dan
daerah (provinsi), sebanyak 155 orang yang tersebar di seluruh
Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas
dibandingkan masyarakat umum tentang Rancangan Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) Di antara
mereka adalah akademisi (yang menjadi rujukan media),
praktisi/pegiat koperasi, dan tokoh masyarakat koperasi.

e Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan
responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden
dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional
atau daerah dan jumlahnya sudah ditetapkan. Oleh karena itu, hasil
survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan
populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Namun karena jumlah

responden survei ini cukup banyak dan terdiri dari pemuka opini yang
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sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan
penilaian pemuka opini pada umumnya.

® Pertanyaan kuesioner survei secara garis besar dibagi menjadi dua.
Pertama, pertanyaan semi terbuka untuk mengetahui agregasi
persepsi para pakar/pemuka opini terhadap isu-isu Koperasi dan RUU
P2SK. Kedua, pertanyaan terbuka untuk menilai persepsi para
pakar/pemuka opini terhadap RUU P2SK dan dampaknya.

® Pengambilan data untuk kegiatan survei ini dilakukan pada tanggal 22
— 28 November 2022 secara tatap muka dan telepon

Temuan

Kondisi Umum Koperasi
e Kinerja dan tata kelola Koperasi dalam 1 tahun terakhir dinilai positif
oleh praktisi (85%, gabungan Sangat Baik dan Baik) dan pengamat
Koperasi (52%, gabungan Sangat Baik dan Baik).
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Kondisi dan situasi Koperasi

Pada umumnya para Ketua dan Pengurus Koperasi memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kondisi
dan situasi Koperasi dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan para Pengamat/Akademisi.

Praktisi Pengamat
“Bagaimanakah kondisi dan situasi “Bagaimanakah kondisi dan situasi kinerja
Koperasi Anda dalam 1 tahun terakhir?” Koperasi secara umum dalam 1 tahun terakhir?
71%
45%
30%
18%
12% 14%
7%
=z 1 i i
[0} 0¥
% % -
Sangat Tidak Baik | Tidak Baik Biasa Saja Baik Sangat Baik Sangat Tidak Bak  Tidak Baik Biasa Saja Baik sangat Baik
n=111 n=44

*Pertanyaan single choice: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban
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Masalah pengawasan dilihat bukan sebagai kendala besar (hanya 5%
bagi praktisi dan 30% untuk pengamat).

(55, TRIAS PGLITIKA

Ke“dala ya“g dihadapi Koperasi STRATEGIS

Walaupun terdapat perbedaan cara pandang dalam melihat kendala yang dihadapi dari sisi praktisi dan pengamat,
namun minimnya pengawasan dilihat sebagai kendala yang paling minim oleh kedua belah pihak

Praktisi Pengamat
"Kendala apa saja yang Anda hadapi pada "Kendala apa saja yang menurut Anda dihadapi
Koperasi Anda dalam 1 tahun terakhir?” oleh pelaku Koperasi dalam 1 tahun terakhir?

Kesadaranv::;klr;;')“e;s\anggota 6% Kua\itasmseljnrrulaur:‘ikurang I 64%
Keterbatasanmodal | 32% Keterbatasanmodal |G 52%
Piutang anggota macet N 31% esadaran berkopere MR O 50%
Daya saing lemah - [N 29% Dayasaing lemah NN 48%

Kualitas SDM yang kurang
mendukung

I 19% Piutang anggota macet [N 34%

Minim pengawasan oleh Minim pengawasan oleh .
pengurus/Pengawas B 5% Pengurus/Pengawas I 30%
n=111 n=44

*Pertanyaan multiple choice: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

Mayoritas merasa puas dengan peran Pemerintah dalam hal ini
Kemenkop & UKM (tingkat kepuasan 63% bagi praktisi dan 41% untuk
pengamat, gabungan Sangat Puas dan Pus) dalam menjalankan fungsi-
fungsinya seperti pengawasan, pembinaan, dsb.
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Tingkat kepuasan terhadap peran Pemerintah

Praktisi mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap peran Pemerintah
dalam pengawasan Koperasi dibandingkan dengan pengamat

“Bagaimanakah tingkat kepuasan Anda terhadap peran Pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Koperasi & UKM sebagai pengawas Koperasi saat ini?

Praktisi Pengamat
49%
39%
32%
25%
19%
14% 14%

0 BN P =
| — —
SngatTidak Puas | Tidak Puas Biasa Saja puas Sangat Puas Sngat TidakPuas  Tidak Puas Biasa Saja Puas Sangat Puas
n=111 n=44

*Pertanyaan single choice: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban




TRIAS PGLITIKA
STRATEGIS

Press Release Survei Opini Elit
“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”
Rabu, 30 November 2022

Pemahaman Filosofis Koperasi

e Mayoritas responden merasa Koperasi saat ini sudah dijalankan sesuai
dengan azas dan filosofis Koperasi, baik dalam hal keanggotaan (94%,
gabungan Sangat Setuju dan Setuju), pengelolaan (97%, gabungan
Sangat Setuju dan Setuju), dan pembagian SHU (98%, gabungan
Sangat Setuju dan Setuju).

Pembahasan Isu RUU P2SK
e Praktisi dan pengamat Koperasi mengetahui isu terkait RUU P2SK

(89%) dan memahami dampaknya (86%)
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Pengetahuan mengenai isu utama RUU P2SK

Mayoritas responden mengetahui mengenai isu terkait Koperasi dengan adanya RUU P2SK, dan mayoritas responden
yang mengetahui isu tersebut juga mengetahui dampaknya terhadap Koperasi, jika RUU tersebut berlaku nantinya

"Apakah Anda mengetahui dampak
RUUP2SK terhadap Koperasi?”

"Apakah Anda
mengetahui isu
terkait Koperasi
dengan adanya
RUUP2SK?"

n=133

n=155

*Pertanyaan single choice: responden hanya dapat memilih satu opsi jawaban
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Sikap yang diambil oleh mayoritas praktisi dan pengamat adalah tidak
setuju jika Koperasi ada di bawah OJK (93%, gabungan Sangat Tidak
Setuju dan Tidak Setuju) dengan alasan tidak sesuai dengan azas,
prinsip, filosofi, dan karakteristik Koperasi.
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Sikap terhadap RUU P2SK

Sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isu pengawasan Koperasi di bawah OJK

"Apakah Anda setuju terhadap Pasal 44A 71% *Pertanyaan single choice: responden
(1) dalam RUU P2SK yang menyatakan hanya dapat memilih satu opsi jawaban
bahwa pembinaan dan pengawasan
Koperasi dilakukan oleh OJK? =133
22%
. 0% 3% 4%
SmgatTidak  TidakSetwju |  AntaraTidak setuju Sangat setuju

Setuju Setuju dan Setuju

‘Apa alasan Anda tidak setuju?” n = 124

“Apa alasan Anda setuju?” n = 9

v

Koperasi seharusnya ada di bawah Kemenkop & UMKM
Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utama Koperasi

Koperasi akan dianggap sebagai suatu lembaga keuangan saja,

bukan usaha yang bersifat tolong menolong/ kekeluargaan/kolektif

Koperasi akan kehilangan azas kekeluargaan yang menjadi bangun dasarnya

POl ek sesuai dengan karakteristik usaha Koperasi
Gl scbagai usaha mikro dan kecil

56% Perlu ada pengawasan dari lembaga yang terpercaya
E8N yang didukung Undang-Undang

Agar Koperasi memiliki infrastruktur lembaga penunjang

Untuk mewujudkan layanan berbasis keanggotaan

*Pertanyaan multiple choice: responden dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban

*Halaman ini terdiri dari dua jenis model pertanyaan single choice dan multiple choice

Mereka berpendapat bahwa Kemenkop & UKM adalah lembaga yang
paling tepat untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi (86%).

Persepsi lembaga pengawasan untuk Koperasi
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Sebagian besar responden menyatakan bahwa Kemenkop & UKM adalah lembaga yang paling

tepat untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi

Manakah lembaga yang lebih tepat untuk
melakukan pengawasan terhadap Koperasi?

86% #:

v

Mohon jelaskan alasan Anda setuju bahwa Koperasi
sebaiknya diawasi oleh Kemenkop & UKM

o/ A
o JASA

NKOPUKM

» Kemenkop & UKM adalah lembaga yang sudah memahami filosofi,
azas, prinsip, dan tata cara pengelolaan Koperasi sehingga diharapkan
bisa terus melanjutkan dan fokus untuk menjadi lebih baik.

+ Kemenkop & UKM merupakan lembaga yang memang dibuat untuk
mewadahi Koperasi.

« Fungsi pengawasan tersebut sudah sesuai dengan UUD 1945.

* Koperasi bukan lembaga keuangan formal, dengan prinsip
kekeluargaa, dari anggota untuk anggota.

*Pertanyaan single choice: responden
hanya dapat memilih satu opsi jawaban

9 % Tidak keduanya

Menurut Anda, lembaga apa yang paling tepat
mengawasi Koperasi dan mohon jelaskan alasannya

+ Sebuah badan/lembaga/komisi yang berdiri
sendiri/bersifat independen yang bertanggung
Jjawab langsung kepada Presiden, agar terhindar
dari kepentingan sesaat, dan karena Koperasi
mempunyai karakteristik & filosofi sendiri
sehingga diperlukan lembaga yang berisikan
SDM yang mengerti tentang Koperasi.

*Pertanyaan terbuka: responden diminta menuliskan jawaban pertanyaan

i dua jenis model pertanyaan single choice dan pertanyaan terbuka
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® Perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan terhadap Koperasi
dipandang perlu, namun dengan tetap di bawah Kemenkop & UKM
agar azas dan prinsip Koperasi tetap terjaga dengan baik.

Preferensi Lembaga Penunjang Koperasi
® Mayoritas praktisi dan pengamat Koperasi berpendapat perlunya
lembaga-lembaga penunjang Koperasi seperti Lembaga Pengawas
(87%, gabungan Sangat Perlu dan Perlu), Lembaga Penjamin Simpanan
(87%, gabungan Sangat Perlu dan Perlu), dan Lembaga Biro Kredit
(50%, Setuju) untuk membawa Koperasi ke arah yang lebih baik lagi.

Salam hormat,

Agung Baskoro

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis
CP: 081317173322



